BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 2% TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN
DAN PERTAMBANGAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

. a. bahwa Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan

+ 1.

Bangunan  Sektor Perkebunan, Perhutanan dan
Pertambangan (PBB-P3) Bagian Daerah Kabupaten Tegal
telah diatur oleh Keputusan Bupati Tegal Nomor 308
Tahun 2017,

b. bahwa dengan adanya reorganisasi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka perlu
penyempurnaan ketentuan Penggunaan dan Tata Cara
Penyaluran Biaya Pemungutan PBB-P3 sesuai Pasal 4
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan
Biaya PBB-P3;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan
Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan  Sektor Perkebunan, Perhutanan dan
Pertambangan Bagian Daerah Kabupaten Tegal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;



3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ({(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

10.

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679} ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389 );

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah  Kotamadya Daerah Tingkat Il
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tegal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92) ;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA
CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN
DAN PERTAMBANGAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Tegal;

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD;

5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

6. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,
Perhutanan dan Pertambangan Bagian Daerah yang selanjutnya disebut
Biaya Pemungutan PBB P3 adalah penerimaan daerah yang bersumber
dari dana transfer Pemerintah ke Pemerintah Daerah.

@

Pasal 2

Biaya Pemungutan PBB-P3 adalah Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Hasil penerimaan Biaya Pemungutan PBB-P3 sebagaimana dimaksud Pasal 2
digunakan sebagai insentif Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta
Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Tegal.
Pasal 4

Pembagian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah untuk Bupati 9%
(sembilan perseratus), Wakil Bupati 6% (enam perseratus), Sekretaris Daerah
5% (lima perseratus) dan untuk pegawai BPKAD Kabupaten Tegal 80%
(delapan puluh perseratus) dari total penerimaan;



Pasal 5

Pembagian Biaya Pemungutan PBB-P3 bagi Pegawai BPKAD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
BPKAD Kabupaten Tegal;

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penyaluran biaya pemungutan/insentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya dan setelah dana tersebut diterima di RKUD.

(2) Untuk triwulan keempat dapat diberikan pada triwulan keempat setelah
dana tersebut diterima di RKUD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal y 24 AQw\L 208

/~ Pis. BUPATY TEGAL, [(

SINOENG NOEGROHO RACHMADI

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERA KABUPATEN TEGAL,

WIDODO DJOKO MUL‘{ONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR



